BAB III
PRAKTIK JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT

Dr. SOETOMO SURABAYA

A. Profil Rumah Sakit Dr. Soetomo
1. Letak Geografis Rumah Sakit Dr. Soetomo
Rumah sakit Dr. Soetomo beralamat JI. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo
6-8 Surabaya, Telp. (031) 5501011-13, Fax (031) 5022068. Lokasi

tepatnya bisa dilihat dengan jelas dalam denah berikut:'®

’® Denah, http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/id/index.php/profil/denah, diakses 10 Januari 2015
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Gambar 1 denah rumah sakit Dr. Soetomo
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2. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Dr. Soetomo

Sejarah rumah sakit dr. Soetomo dirinci secara singkat dengan

beberapa tahap yaitu:’’

a.

29 Oktober 1938

Peletakan batu pertama RS Central Buggerlijk Ziekenhuis (CBZ)
oleh Pemerintah Belanda di Desa Karangmenjangan.

1943-1945

Pada masa penjajahan Jepang, pembangunan Rumah Sakit
Karangmenjangan dijadikan Rumah Sakit Angkatan Darat.
1945-1949

Rumah sakit dikuasai Belanda kembali, kemudian namanya
diubah menjadi Marine Hospitaal (RS AL Belanda).

1950

Rumah Sakit Oemoem Soerabaja di bawah Departemen
Kesehatan RI, telah berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum
(RSU) Pusat.

1951-1954

RS Simpang pindah ke Karangmenjangan. Pelayanan Bedah Akut

tetap di RS Simpang.

7 Sejarahrsud dr. Soetomo, dalam
http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/id/index.php/profil/sejarah-rsud-dr-soetomo, diakses 10

januari 2015.
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1964

Berdasarkan SK. Menkes RI. 20 Mei 1964 No.26769/KAB/76.

RSUP Surabaya menjadi RS Dr. Soetomo.

1965

Berdasarkan PP. No.4 Tahun 1965, penyelenggaraan RSUP Dr.

Soetomo diserahkan kepada Pemda Tk.I Jawa Timur.

1979

SK Menkes menetapkan RSU Daerah Dr. Soetomo sebagai RS

Klas A dan dikenal sebagai:

1) Rumah Sakit Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

2) Rumah Sakit Pusat Rujukan Wilayah Indonesia Timur (7op
Referal)

3) Rumah Sakit terbesar di wilayah Indonesia bagian Timur.

1980

Semua kegiatan pelayanan dijadikan satu di RSU Dr. Soetomo

karena RS Simpang dijual dan jadi Plaza Surabaya.

2002

Perda Provinsi Jatim menetapkan perubahan nama menjadi

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo.

. Tahun 2007

Empat ISO 9001:2000 untuk sistem managemen IRD, Graha
Amerta, Instalasi Rawat Jalan (IRJ), dan semua Instalasi Rawat

Inap (IRNA).
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. Tahun 2008
Lulus Akreditasi RS 16 Pelayanan

m. Tahun 2010
Lulus Akreditasi ISO 9001:2008 untuk sistem managemen IRD,
IRJ, Gedung Bedah Pusat Terpadu (GBPT), dan seluruh IRNA

n. Tahun 2011
Lulus Akreditasi RS Pendidikan Tipe A; Lulus Akreditasi ISO
9001:2008 untuk sistem manajemen Gedung Rawat Inap Utama
Graha Amerta.

o. 2012
Saat ini RSUD Dr. Soetomo menempati lahan seluas 163.875 m2
dengan kapasitas tempat tidur (TT) 1.449, yang terdiri dari:
1) Graha Amerta: 123 TTIRD : 88 TT
2) Ruangan: 1209 TT GBPT: 29 TT

3. Visi, Misi, dan Motto”®
a. Visi

Menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dalam pelayanan,

pendidikan dan penelitian di tingkat ASEAN.

b. Misi

1) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang prima, aman,

informatif, efektif, dan manusiawi dengan tetap memperhatikan

aspek sosial.

™ Visi, Misi, dan Motto, dalam http://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/id/index.php/profil/visi-dan-
misi, diakses 10 Januari 2015.
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2) Menyelenggarakan pelayanan rujukan yang berfungsi sebagai
pusat rujukan tertinggi dengan menggunakan teknologi modern.

3) Membangun sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang
profesional, akuntabel, yang berorientasi pada kastemer serta
mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan.

4) Melaksanakan proses pendidikan yang menunjang pelayanan
kesehatan prima berdasar standar nasional dan internasional.

5) Melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan
ilmu dan teknologi di bidang kedokteran dan pelayanan perumah
sakitan.

Tugas
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan

berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif)

dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan
terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, dan penyelenggaraan
upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga

kesehatan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

. Fugsi

1) Penyelenggaraan Pelayanan Medik

2) Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
3) Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan

4) Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan

5) Penyelenggaraan Usaha Pendidikan dan pelatihan
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6) Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan bagi calon
dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan
lainnya

7) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan

8) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
dan/atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang/ tugasnya

Tujuan
Meningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian

kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Dr.

Soetomo berstandar internasional.

Sasaran

Meningkatkannya mutu pelayanan dan kemandirian rumah sakit

. Kebijakan Dasar

1) Perbaikan mutu pelayanan.

2) Perbaikan manajemen (SDM) internal rumah sakit.

3) Penataan kelembagaan (struktur dan sistem).

4) Pemantapan nilai dasar menjadi budaya organisasi.

5) Penataan sistim akuntansi keuangan.

6) Pengendalian biaya dan struktur anggaran.

7) Perbaikan manajemen logistik medik dan non medik.

8) Penataan manajemen pendidikan klinik dan penelitian rumah

sakit.
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9) Pengembangan aliansi strategis.
h. Motto
" Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo "
4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi di rumah sakit dr. Soetomo bisa dilihat pada

gambar di bawah:"”

7 Struktur organisasi, http:/rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/id/index.php/profil/strukt ur-organisasi,
diakses 10 januari 2015
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Gambar 2

OWO0130S 3d

VAVEvVdNS ONOL13O0S “ad ansyd
ISVSINVYOHO dNIMNELS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



59

a. Direksi RSUD Dr. Soetomo
1) Direktur
Dr. Dodo Anondo, MPH
2) Wadir Umum dan Keuangan
Drs. Pungky Hendriastjarjo, M. Ak
3) Wadir Pelayanan Medik
Dr. Kohar Hari Santoso, dr., Sp.An, KIC KAP
4) Wadir Penunjang Medik
Dra. Sri Widayati, Apt., Sp. FRS
5) Wadir Pendidikan dan Penelitian
Bangun Trapsila Purwaka, dr., Sp. OG
b. Dewan Pengawas Pelaksana Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD):
Ketua : Sophiati Sutjahjani, dr., M. Kes
Kabid.Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
Dinkes Propinsi Jatim
Anggota :
1) Drs. Muh. Iskandar, MM
Kabid.Anggaran Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2) Priyono Setyabakti, dr, MS, MPH - FKM Unair
3) Drs. Widartoyo — Akuntan Publik
4) Nany Widjaya — Tokoh Masyarakat

Sekretaris  : Sri Wahyulin, drg, MM
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Kabid. Pemasaran & Rekam Medik RSUD Dr.Soetomo
c. Komite Medik
Ketua : Prof.Dr.Doddy M.Soebadi, dr, Sp.B,Sp.U-K
Wakil : Sjamsul Arief, dr, MARS, SpA(K)
Sekretaris : Dr. Hartono Kabhar, dr, SpPK, MQI
Sub Komite Medik Kredensial
Chairul Effendi, dr, SpPD-KAI
Sub Komite Medik Mutu Profesi

Achmad Lefi, dr, SpJP(K), FIHA

Sub Komite Etik & Disiplin Profesi
Fatchur Rochman, SpKFR(K)
d. Komite Etical Clearence/ Komite Etik Rumah Sakit

Ketua : Prof. Hari Soekanto, dr, SpKK(K)
Wakil Ketua I : Prof. Dr. David P. Kusuma, dr, SpBP(K)
Wakil Ketua II : Elizeus Hanindito, dr, SpAn.KIC
Sekretaris I : Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K)
Sekretaris I : Dr. Cita Rosita, dr, SpKK(K)

e. Komite Farmasi & Terapi

Ketua : Dr. Hamzah, dr, Sp.An-KNA
Wakil Ketua : Bambang Herwanto, dr., Sp.JP-FIHA
Sekretaris : Dra. Siti Farida, Sp.FRS., Apt

Wakil Sekretaris : Dra. Worokarti, Sp.FRS., Apt



Komite Pencegahan & Pengendalian Infeksi (PPI)

Ketua : Prof. Dr. Boerhan Hidayat, dr, SpA(K)
Wakil Ketua : Bambang Wahjuprajitno, dr, SpAn.KIC
Sekretaris : Trisiswati Indranarum, dr, SpKK

. Komite Keselamatan Pasien

Ketua : Hardiono, dr, SpAn.KIC

. Komite Mutu

Ketua : Sjahjenny Mustokoweni, dr, SpPA

Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik)

Ketua : Harijo Wahjudi BS, dr.,Sp.M(K)
Wakil : Dr. Budi Santoso, dr.,Sp.OG(K)
Sekretaris I : Dr. Anang Endaryanto, dr, SpA(K)
Sekretaris 11 : Tri Hartatie, Dra

Bendahara I : Indri Wahyuni, dr.,Sp.M

Bendahara II : Trisniartami Setyaningrum, dr., Sp.KK

Divisi — Divisi :

1) SI.Kedokteran :
a) Ka. Divisi  : Muhammad Saiful Islam, dr.,Sp.S(K)
b) Sekretaris  :IGB. Adria Hariastawa, dr.,Sp.B,Sp.BA
c) Penerimaan & Programing : Nurwasis.,dr.,Sp.M

d) Pengembangan : Mamiek Dwi Putro, dr.,Sp.B-KB
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e) Penjaminan Mutu  :Prof. Sri Herawati Juniati, dr,Sp.

THT-KL(K)



f)
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Evaluasi : Prof.Hendy Muagiri Margono,dr,Sp.KJ(K)

2) Program Pendidikan Dokter Spesialis. I

3)

a)
b)

c)

d)

g)

h)

Ka. Divisi  : Dr. Hermanto Tri Joewono, dr,SpOG(K)
Sekretaris  : Dr. Kurnia Kusumastuti, dr,Sp.S(K)
Penerimaan : Yusuf Wibisono, dr,Sp.P

Heru Koesbianto, dr,Sp.B-TKV
MKDU/PRADIK : Prof. Dr. Suharto, dr, MSc.,.DTM

Dr. Cita Rosita, dr,Sp.KK(K)

MOU : Prof. Dr. Kuntaman, dr.,MS.,Sp.MK
Agus Subagjo, dr,Sp.JP(K).FIHA
Pelantikan  : Dr. Imam Susilo.,dr.,Sp.PA (K)

Wimbo Sasono, dr, Sp.M-KVR
Pengembangan : Prof. Sunarto Reksoprawiro, dr,Sp.B (K)
Dr. Ferdiansyah, dr,Sp.OT

Monitoring : Widodo Darmo Wandono,dr,Sp.A(K)

Agus Subagjo, dr,Sp.JP(K).FIHA

Program Pendidikan Dokter Spesialis II

a)
b)
©)
d)

e)

Ka. Divisi : Prof. Dr. Erry Gumilar, dr,Sp.OG (K)
Sekretaris : Dwikora Novembri Utomo, dr,Sp.OT
Penerimaan : Prof. Dr. Triyono KSP, dr,Sp.R(K)
Pengembangan : Prof. Dr. Eddy Rahardjo, dr,Sp.An-KIC

Penjaminan Mutu : Dr. Joewono Soeroso, dr,Sp.PD-KR
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f) Monitoring/Evaluasi : Prof. Moh. Sjaifullah Noer,

dr,Sp.A(K)
4) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis

a) Ka. Divisi : Sri Widjayanti, drg,Sp.Ort

b) Sekretaris : Remita Adya Prasetyo, drg,Sp.PM

¢) Penerimaan&Programming : Christinari Ratih, drg,
Sp.KGA

d) Pengembangan : Herdi Eko Pranjoto, drg,SU,Sp.BM

e) Penjaminan Mutu : Bagus Soebadi, drg, MHEPD,Sp.PM

f) Monitoring / Evaluasi : Dyah Ernawati, drg

5) Tentang Rumah Sakit Dr. Soetomo. ™

Status Kepemilikan : Pemerintah Propinsi Jawa Timur
Type Rumah Sakit : A (Pendidikan)

Jumlah SDM : 5.851 orang

Dokter Umum : 40 orang

Dokter Spesialis : 250 orang

Dokter Gigi : 9 orang

Dokter Gigi Spesialis  : 11 orang

Perawat & Bidan : 1.441 orang
Farmasi : 290 orang
Tenaga Gizi : 27 orang

80 Tentang rsud dr. Soetomo, dalam http :// rsudrsoetomo .jatimprov.go.id /id/index.php /profil
/tentang-rsud-dr-soetomo, diakses 10 januari 2015.
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PPDS I : 1.495 orang

Lain — lain : 2.288 orang

B. Praktik Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Dr. Soetomo

Petunjuk teknis jaminan persalinan telah diatur dalam peraturan menteri
kesehatan tahun 2011. Berdasarkan petunjuk teknis jaminan persalinan
tersebut menurut hasil riskedes 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada
kelompok sasaran miskin baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai
55,4 %. Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidak tersediaan
biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan
persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melalui
kebijakan yang disebut jaminan persalinan. Jaminan persalinan dimaksudkan
untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan
jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan,
pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.
Dengan demikian, kehadiran jaminan persalinan diharapkan dapat
mengurangi terjadinya kematian ibu dan bayi."'

Jaminan persalinan di rumah sakit dr. Soetomo menurut dr. Dodo
Anando Mph ialah jaminan persalinan yang diberikan kepada seluruh pasien

persalinan sesuai petunjuk teknis jaminan persalinan yang terdapat dalam

8! Peraturan menteri kesehatan tahun 2011 tentang Petunjuk teknis jaminan persalinan, 2.
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peraturan menteri kesehatan tahun 2011. Jaminan tersebut meliputi mulai
proses pelayanan pemeriksaan kesehatan sejak hamil, melahirkan, nifas pasca
melahirkan, program KB serta pelayanan kesehatan bayi. Rumah sakit dr.
Soetomo memberikan pelayanan semaksimalnya. Pasien persalinan yang
bersalin di dr. Soetomo terdiri masyarakat kelas atas, menengah, menengah
ke bawah atau miskin. Rumah sakit dr. Soetomo menjadi rumah sakit paling
besar dan lengkap kelas A di Jawa timur. Pasien persalinan terbanyak adalah
menengah ke bawah. Sebab rumah sakit dr. Soetomo juga melayani BPJS
kesehatan.™

Proses pendaftaran pasien dilakukan oleh keluarga pasien dibagian
pendaftaran dengan menyerahkan data pasien atau data rujukan. Kemudian
bagian pendaftaran memvalidasi data pasien, lalu mengecek status pasien.
Pasien yang berstatus askes harus mempunyai kartu askes. Petugas
pendaftaran membuatkan DMK rawat inap sebagai pengantar keruangan.
Dan akan disertakan pula kepalales dan PMRS (Permintaan Masuk Rumah
Sakit) Poli/UGD.

Setelah itu ada proses tindakan medis yang dilakukan setiap hari selama
pasien masih melakukan perawatan inap di rumah sakit. Petugas rawat inap
mencatat semua tindakan apa saja yang dilakukan terhadap pasien yang
dicatat dalam rincian tindakan atau DMK rawat inap. Sedangkan hasil

diagnosa dokter akan dicatat dalam DMKS.

82 Dokter Pungky Hendriastjarjo, Wawancara, Surabaya, 10 Januari 2014.
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Pasien yang keluar dari rumah sakit mempunyai empat penyebab yaitu
pulang karena sembuh, pulang paksa, meninggal dan lari. Petugas rawat inap
membuat surat keterangan kematian sebagai pengantar ke ruang jenazah
apabila ada pasien yang meninggal. Semua pasien yang keluar dibuatkan
rekap tindakan. Rekap tindakan merupakan data-data yang akan digunakan
pada proses pembayaran. Untuk pembayaran akan dibuatkan dalam POP.
Berikut ketentuan biaya persalinan di rumah sakit dr. Soetomo:

1. Persalinan Normal dibantu dokter spesialis (SpOg):

a) kelas 1A (saturuang sendiri)= Rp. 7-8juta.
b) kelas 1B (1ruang buat 2 orang) = Rp. 6-7juta.
c) kelas 2 =Rp.5juta.
d) kelas 3 =Rp. 4juta
2. Persalinan Normal dibantu bidan:
a) kelas 1 = Rp. 3juta.
b) kelas 2 =Rp. 2juta.
c) kelas3=Rp.1-1.7juta.
3. Caesar/ SC:
a) kelas 1A = 18-20juta.
b) kelas 1B =15-18juta.
c) kelas2=13-15juta.
d) kelas3=10-11juta
Pasien yang sudah sembuh atau sudah diperbolehkan pulang tentunya

juga sudah lunas biaya administrasi selama dia dirawat di rumah sakit. Kasus
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yang terjadi pasien sudah seharusnya bisa dibawa pulang namun dari pihak
rumah sakit masih belum memperbolehkan. Alasannya, pasien harus
membayar seluruh biaya secara lunas. Dalam kasus persalinan yang ibunya
boleh pulang namun bayinya tidak boleh pulang karena belum lunasnya biaya
persalinan. Bayi tersebut dijadikan jaminan agar keluarga pasien melunasi
biaya persalinan, setelah biaya persalinan dapat dilunas bayi tersebut boleh
dibawa pulang.83

Seperti yang diberitakan di koran Jawa Pos, Senin 15 Desember 2014
memang benar terdapat pasien yang bernama Bertilya sedang menjalani
persalinan secara operasi caesar pada hari minggu tanggal 16 nopember
2014. Anaknya lahir dalam kondisi prematur. Bayinya harus masuk
inkubator. Biaya rumah sakit yang dibebankan kepada bu Bertilya sebesar 17
juta.84

Keluarga bu Bertilya tidak bisa melunasi biaya 17 juta yang telah
dibebankan setelah persalinan. Suaminya, Dedy Eko Santoso memiliki kartu
layanan jaminan kesehatan daerah (jamkesda). Mereka ditanggung jamkesda
terbilang warga kurang mampu. Pemegang kartu jamkesda otomatis
dipindahkan ke penerimaan bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Sebab yang
terdaftar BPJS hanya suaminya, maka BPJS tersebut tidak bisa meringankan
biaya persalinan istrinya sebab istrinya harus terdaftar dulu sebagai
pemegang BPJS sendiri. Sedangkan istrinya ber-KTP Madiun maka

mengurusnya juga harus di Madiun, tidak boleh di Surabaya. BPJS juga bisa

% Ibid.,
8 Ibid,.
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digunakan setelah tujuh hari pendaftaran. Maka jika bu Bertilya didaftarkan
BPJS terlebih dahulu biaya rumah sakit juga akan semakin membengkak. Pak
Dedy akhirnya hanya bisa memulangkan istrinya terlebih dahulu. Bayinya
terpaksa ditinggalkan di rumah sakit dan belum boleh pulang sampai biaya
selama proses persalinan dilunasi.

Pelaksanaan BPJS selama setahun terakhir juga disoroti fasilitas
kesehatan (faskes). Di antaranya, dr. Dodo Anando Mph, Dirut RSUD dr.
Soetomo. Menurut dia, pelaksanaan jaminan kesehatan tahun ini efektif
meningkatkan daya saing antar rumah sakit. Faskes lanjutan berupaya
menarik pasien untuk berobat lewat pelayanan yang mudah, cepat, dan
bermutu.®

Namun, praktik BPJS bukannya tanpa kekurangan. Karena RS
terjangkau, banyak yang mengabaikan rujukan. Banyak pasien peserta BPJS
yang minta ke rumah sakit meski sakitnya ringan. angka pasienpun
meningkat 4.000 pasien setiap harinya atau naik 20 persen daripada tahun
lalu. Menurut Dirut rumah sakit dr. Soetomo tersebut aturan BPJS membuat
rumah sakit bingung. Sebab, banyak pasien yang komplain ke rumah sakit
karena kartu BPJS mereka belum berfungsi. Mereka menganggap pihak
faskes tidak mempedulikan nasib pasien. Protes salah alamat tersebut
membuat rumah sakit terpaksa mengalah.

Kepala BPJS Kesehatan Surabaya dr. I Made Puja Yasa Aak telah

melakukan sosialisasi dengan optimal. Salah satunya mengenai pendaftaran

8 Dr. Dodo Anando Mph, Wawancara, Surabaya, 10 Januari 2015
86 11.s
Ibid.,
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BPJS telah memfasilitasi pendaftaran online. Jadi mereka tidak perlu antre
dan lama menunggu. Dengan kemudahan itu masyarakat bisa segera
mendaftar. Masalahnya iktikad baik itu belum dimanfaatkan. Mereka baru
mendaftar saat mereka sakit. Itulah yang mendasari aturan tujuh hari.
Sebenarnya aturan tersebut dibuat untuk menyadarkan masyarakat lebih
dahulu bersiap-siap membuat BPJS sebelum sakit atau terdapat masalah

biaya kesehatan.®’

C. Keluarga Bapak Dedy dan Ibu Bertilya

Keluarga bapak Dedy dan ibu Bertilya merupakan keluarga yang kurang
mampu atau kelas menengah ke bawah. Pak Dedy berusia 32 tahun dan
bertempat tinggal di jalan Kalibogor Surabaya. Bersama istrinya, pak Dedy
membangun keluarga sejak tahun 2000. Istrinya, bu Bertilya asli penduduk
Madiun. Diketahui dari KTP-nya, bu Bertilya sebelum sama suami di
Surabaya, dia tinggal di Madiun rumah keluarga besarnya.™

Ibu pak Dedy bernama bu Watini tinggal serumah dengan pak Dedy.
Ayah dari pak Dedy sudah meninggal satu tahun yang lalu karena sakit
komplikasi. Pak Dedy anak kedua dari tiga bersauudara. Saudara pertama
bernama Ayub tinggal dengan istrinya di Gresik. Sedangkan adik pak Dedy
berna Rina bekerja dan kuliah di Jakarta semester 6.

Pak Dedy baru menikah dengan bu Bertilya januari 2013. Istri pak Dedy,

bu Bertilya kerja di Surabaya sejak tahun 2011. Setelah menikah bu Bertilya

%7 Dr. Made Puja Yasa Aak, BPJS, diakses 5 Januari 2015.
88 Bapak Dedy, wawancara, Surabaya, 11 Januari 2015.



70

berhenti bekerja. Pak Dedy bekerja di pabrik Kedaung mulai tahun 2011
sebagai karyawan pabrik yang gajinya 2, 7 juta dan kalau ada lembur sampai
3,5 jutaan. Gaji itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Sehingga ketika istrinya hamil pak Dedy belum bisa menabung karena

gajinya pasti habis setiap bulannya. *

D. Proses Pendaftaran Persalinan Ibu Bertilya

Bu Bertilya dengan suaminya datang ke rumah sakit dr. Soetomo pagi
hari minggu jam 07. 28 WIB. Suaminya, pak Dedy Eko Santoso menuju loket
pendaftaran dengan membawa KTP, jamkesda, dan surat pengantar dari
puskesmas dekat rumahnya daerah kalibogor Surabaya. Pak Dedy merasa
persalinan istrinya bisa ringan atau gratis dengan jamkesda yang dibawa.
Setelah dilayani petugas, pak Dedy disuruh menunggu dan sekitar 20 menit
untuk mendapatkan ruang dan pelayanan serta dokter yang menangani
istrinya.90

Setelah istrinya masuk ruangan dan ditangani dokter, pak Dedy
dipanggil petugas administrasi untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Petugas bilang bu Bertilya bukan termasuk pasien dengan penerimaan
bantuan iuran atau peserta BPJS. Jadi pembayaran diberlakukan sepenuhnya.
Dokter yang menangani, bu Bertilya harus dioprasi caesar dan amsuk kelas
1B sehingga dikenakan total biaya 17 juta. Persyaratan adimistrasi non PBI (

Penerima Bantuan Iuran) ialah:

% pak Dedy, Wawancara, Surabaya, 11 januari 2015.
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KTP asli

Surat rujukan dari RS/ Keterangan emergensi dari IGD
Surat pengantar rawat inap

Surat tebusan SEP dari rumah sakit

Kartu BPJS sementara.

Pak Edy diberitahukan kalau ingin mendapat keringanan harus BPJS

Istri sendiri. Pak Edy sudah kebingungan dan tidak bisa mengurus BPJS Istri.

Dalam prosedur pendaftaran persalinan kelas I dan II, apabila melahirkan

maka:

1.

Bayi yang dilahirkan sehat/ normal menjadi satu/ masuk dalam biaya

ibunya.

Bayi yang dilahirkan dalam kondisi sakit/ tidak normal;

a. Walupun didaftarkan menjadi peserta BPJS tetap tidak dapat
dijamin oleh BPJS dan menjadi pasien umum atau dapat
menggunakan jaminan-jaminan lainnya.

b. Kartu peserta baru berlaku tujuh hari sejak peserta didaftarkan

menjadi peserta BPJS.

E. Kasus Persalinan Ibu Bertilya

Bu Bertilya melahirkan anak pertama. Awalnya dia tidak menyangka

jika akan bersalin operasi ceasar sehingga menghabiskan banyak uang.

Suaminya yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik Kedaung

Setia Surabaya berpenghasilan 2 juta setiap bulan tidak mampu membayar
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biaya persalinan istrinya sebesar 17 juta. Karena suaminya tidak mapu
membayar biaya persalinan istrinya maka bayi bu Bertilya tidak boleh pulang
bersama ibunya. Bayinya ditahan di rumah sakit dijadikan jaminan agar
keluarga pasien segera melunasi biaya persalinan tersebut. Bayi yang ditahan
sementara oleh pihak rumah sakit tidak dibiarkan begitu saja, bayi itu tetap
dirawat dengan baik bahkan dikontrol setiap waktu dan diberikan layanan
kesehatan yang baik. Bayi dijaga oleh perawat dan diperiksa apa yang
dibutuhkan bayi itu setiap saat.

Bu Bertilya sangat kecewa karena BPJS suaminya tidak bisa dipakai,
akhirnya dia dibuatkan BPJS suami untuk meringankan biaya persalinan.
Namun gagal proses yang agak lama dan rumit dalam penguusan BPJS
membuat bu Bertilya semakain terpuruk dan menyangka rumah sakit tidak
bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat.’!

Bu Bertilya dan suami tidak mengerti bahwa dengan mendaftar peserta
BPJS maka penting untuk kesehatannya. BPJS dibuat setelah adanya
kejadian bukan dibuat sebelum terjadi persalinannya di rumah sakit dr.
Soetomo. Bu Bertilya dan keluarga berpendapat pihak rumah sakit tidak
memandang bahwa saya warga yang kurang mampu. Kenyataannya saya
tetap dibebankan biaya banyak di luar kemampuan saya. Hal ini
membuktikan masih tidak meratanya pelayanan kesehatan di Indonesia

walaupun sudah diadakan program BPJS.

I Bu Bertilya, Wawancara, Surabaya, 11 Januari 2015.
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F. Tindakan yang dilakukan Keluarga Pak Dedy dan Pihak Rumah Sakit

Keluarga pak Dedy yaitu dengan ibu kandung pak Dedy atas nama bu
Watini diskusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan biaya persalinan
istrinya. Doker yang menangani serta pihak administrasi rumah sakit
memberitahukan kepada keluarga untuk segera melunasi biaya persalinna
istrinya. Namun pak Dedy beserta ibunya masih meminta waktu sekitar 3
hari untuk mendapatkan biaya itu. Pak Dedy hanya buruh atau karyawan
pabrik yang gajinya 2 juta tidak bisa membayar dengan lunas 17 juta.
Menurut beliau dan keluarga itu biaya sangat besar dan tak mapu
membayarnya. Ibu Bertilya sudah diperbolehkan pulang sedangkan anaknya
ditahan, pak Dedy pasrah akhirnya bu Bertylia diajak pulang dulu dan
keesokan harinya pak Dedy mencari hutangan untuk melunasi biaya tersebut.

Memang tidak ada perjanjian secara tertulis yang diberikan kepada
pasien bahwa bayi boleh diambil ketika biaya persalinan lunas. Namun
perjanjian itu dibuat sesuai aturan petunjuk teknis rumah sakit dr. Soetomo.
Dan hanya disampaikan kepada apasien secara lisan. Artinya sudah bisa
dipahami dan dikatakan perjanjian bahwa bayi boleh dibawa pulang setelah

lunas pembayaran persalinan ibu Bertilya.



